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Abstract: This study aims to analyze the Jember District Government's policy in 

preventing the spread of HIV/AIDS, a health issue that continues to pose a serious 

threat both nationally and globally. Jember District recorded a significant number 

of HIV/AIDS cases by 2024, thus encouraging the local government to implement 

various prevention policies and programs. This study uses a qualitative approach 

with descriptive methods through observation and documentation to evaluate the 

effectiveness of local policies, identify barriers, and formulate alternative 

solutions. The results show that prevention policies have been implemented 

through the provision of health services, educational campaigns, and 

collaboration with NGOs and international organizations. However, challenges 

such as social stigma, budget constraints, lack of community participation, and 

lack of inter-agency coordination remain major obstacles. This study highlights 

the importance of a community-based approach involving community leaders 

and religious leaders in education and stigma reduction efforts. More innovative, 

inclusive and sustainable strategies are needed to improve policy effectiveness, 

including strengthening coordination between agencies and developing 

programs based on local values. This research is expected to serve as a reference 

for more comprehensive policy development in other regions facing similar 

challenges. 
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Pendahuluan 

HIV/AIDS adalah salah satu masalah kesehatan yang telah menjadi perhatian global 

selama beberapa dekade terakhir dimana permasalahan ini masih belum bisa teratasi. 

Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), yang menyerang 

sistem kekebalan tubuh dan, jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome). Sejak pertama kali dilakukan indentifikasi, HIV/AIDS telah 

menyebabkan jutaan hingga ribuan jiwa meangalami kematian diseluruh dunia dan hal ini 

masih menjadi ancaman yang serius. Dampak HIV/AIDS tidak hanya dirasakan dalam 

lingkup kesehatan individu, tetapi juga meluas hingga ke aspek sosial, ekonomi, dan budaya. 

Di Indonesia, HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius dengan angka prevalensi yang terus 

meningkat, termasuk di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Jember. Di tahun 2024 
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Kabupaten Jember telah mencatat 600 orang yang telah terjangkit penyakit HIV/AIDS (Bagus 

Supriadi, 2024). Kabupaten Jember, sebagai salah satu wilayah dengan populasi yang 

beragam, menghadapi tantangan besar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 

Hal ini diakibatkan oleh Tingginya mobilitas penduduk, rendahnya tingkat edukasi terkait 

HIV/AIDS, serta adanya stigma sosial terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjadi 

faktor-faktor yang memperburuk situasi. Stigma ini seringkali menghalangi individu untuk 

melakukan tes, menerima pengobatan, atau terlibat dalam program edukasi dan pencegahan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun organisasi lainnya. Tingginya 

pergaulan bebas beserta seringnya berganti-ganti pasangan merupakan salah satu hal utama 

yang menimbulkan permasalahan tersebut. 

Pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam mengatasi permasalahan ini. 

Sebagai seorang pengambil kebijakan di tingkat lokal, pemerintah bertanggung jawab untuk 

merancang dan melaksanakan program yang dapat mengurangi penyebaran HIV/AIDS serta 

memberikan dukungan kepada ODHA. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan layanan 

kesehatan yang memadai, program edukasi dan sosialisasi, serta kerja sama dengan berbagai 

pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional. Di 

Kabupaten Jember, kebijakan ini diimplementasikan melalui Dinas Kesehatan dan Komisi 

Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) berbagai macam program diantaranya, seperti 

kampanye kesehatan di komunitas, edukasi di sekolah, dan penyediaan pengobatan 

antiretroviral (ARV), pelatihan bagi tenaga kesehatan, berkolobarasi dengan masyarakat sipil 

telah dijalankan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang 

dihadapi masih sangat besar. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis terlatih, 

rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya koordinasi antara pihak-pihak terkait 

menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Selain itu, 

stigma sosial yang masih kuat juga menjadi penghalang utama dalam penanggulangan 

HIV/AIDS. Banyak individu yang enggan untuk melakukan tes HIV karena takut akan 

diskriminasi yang ada, yang dimana pada akhirnya dapat memperburuk situasi epidemi di 

wilayah tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika penanggulangan 

HIV/AIDS di Kabupaten Jember, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan 

lokal yang telah diimplementasikan, identifikasi kendala yang dihadapi, serta pencarian 

solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan program. Dengan memahami dinamika 

kebijakan dan tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menanggulangi 

HIV/AIDS di tingkat daerah. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi 

bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat kebijakan yang ada. Para ahli 

kesehatan masyarakat menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program 

pencegahan HIV/AIDS dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Edukasi terkait 

penyebaran beserta pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan secara langsung di komunitas, 

dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama, lebih mampu dalam mengatasi 

stigma dan mengubah perilaku berisiko beserta memberikan pemahaman lebih mendalam. 

Selain itu, melakukan kolaborasi dengan pihak LSM dan organisasi internasional 

memberikan peluang untuk memperluas cakupan program dan menjangkau kelompok-
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kelompok yang sulit untuk diakses oleh pemerintah daerah. Edukasi sejak dini dan disekolah 

juga membantu dalam proses pencegahan penularan HIV/AIDS. Pemberian layanan 

kesehatan yang gratis beserta memberikan layanan cek kesehatan keliling di berbagai 

wilayah akan memberikan dampak baik bagi proses pencegahan, dimana hal tersebut dapat 

kita gunakan untuk mengetahui orang yang sedang menderita penyakit tersebut untuk dapat 

kita cegah melakukan penularan  beserta kita bantu proses perawatan mereka. Dengan latar 

belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah 

daerah, masyarakat, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang lebih komprehensif. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia yang 

menghadapi tantangan serupa, sehingga upaya pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan 

secara lebih efektif di tingkat nasional. 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

menggambarkan secara mendalam dinamika penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten 

Jember. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi non-partisipatif dan dokumentasi, 

dengan sumber data berupa literatur akademik, kebijakan pemerintah, dan laporan terkait 

HIV/AIDS. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual 

terhadap fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks, seperti hambatan 

implementasi dan peran pemangku kepentingan lokal. Observasi dilakukan dengan 

mencatat aktivitas layanan kesehatan, kegiatan edukasi, serta interaksi antara petugas dan 

masyarakat. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah 

pengorganisasian data melalui kategorisasi, penguraian pola melalui hasil temuan, dan 

melakukan penarikan kesimpulan untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang berbasis 

data. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten 

Jember telah diterapkan melalui berbagai program yang dirancang untuk mengurangi 

penyebaran penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan dukungan 

kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Pemerintah daerah berperan penting dalam 

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ini, yang mencakup pembuatan 

peraturan daerah, sosialisasi, edukasi masyarakat, dan penyediaan layanan kesehatan. 

Namun, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu 

langkah utama pemerintah daerah adalah penyusunan kebijakan kesehatan yang difokuskan 

pada pencegahan HIV/AIDS. Melalui kebijakan resmi, seperti peraturan daerah dan 

keputusan bupati, kerangka kerja untuk pencegahan HIV/AIDS telah ditetapkan. Kebijakan 

ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penyediaan pengobatan 

antiretroviral (ARV), dan pelaksanaan program edukasi. Pemerintah daerah juga bekerja 

sama dengan instansi kesehatan lokal untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia 

dan fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. 

Edukasi dan sosialisasi merupakan komponen penting dari kebijakan ini. Kampanye 

dilakukan di berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya 



Indonesian Journal of Public Administration Review: Volume 2, Number 3, 2025 4 of 7 

https://journal.pubmedia.id/index.php/par 

 

 

HIV/AIDS, cara penularannya, dan langkah pencegahannya. Program edukasi difokuskan 

pada kelompok rentan, termasuk remaja, komunitas berisiko tinggi, dan kelompok 

masyarakat umum. Di sekolah, misalnya, materi mengenai HIV/AIDS disisipkan dalam 

kurikulum pendidikan kesehatan, sementara di komunitas, kampanye dilakukan melalui 

seminar, penyuluhan, dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya. Pendekatan ini melibatkan 

tokoh masyarakat dan pemimpin agama, yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam 

membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Penyediaan layanan kesehatan untuk ODHA 

menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah telah memperkuat peran puskesmas 

dan rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan bagi ODHA. Layanan ini mencakup 

konseling, pengobatan ARV, dan pemeriksaan rutin. Namun, meskipun layanan ini tersedia, 

beberapa ODHA enggan untuk mengaksesnya karena stigma sosial yang masih kuat. Banyak 

individu yang merasa takut akan diskriminasi, baik di fasilitas kesehatan maupun di 

masyarakat, sehingga memilih untuk menyembunyikan status mereka. Kerja sama dengan 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional juga menjadi bagian 

penting dari kebijakan ini. LSM memberikan kontribusi melalui pelatihan tenaga kesehatan, 

pengadaan materi edukasi, dan pendanaan program. Mereka juga berperan dalam 

menjangkau kelompok rentan yang sulit diakses oleh pemerintah, seperti pekerja seks dan 

pengguna narkoba suntik. Kolaborasi ini memungkinkan program pencegahan HIV/AIDS 

memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam.Meskipun berbagai langkah telah diambil, 

tantangan besar tetap ada dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan utama 

adalah stigma sosial terhadap ODHA, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam 

program kesehatan. Di banyak komunitas, HIV/AIDS masih dikaitkan dengan perilaku yang 

dianggap tidak bermoral, sehingga individu yang terinfeksi sering kali dikucilkan. 

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, yang membatasi skala 

dan cakupan program. Banyak program yang dirancang dengan baik, tetapi tidak dapat 

dijalankan secara optimal karena kekurangan dana dan sumber daya manusia. 

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan HIV/AIDS 

menjadi hambatan signifikan. Meskipun kampanye edukasi telah dilakukan secara intensif, 

tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak individu yang tidak memahami 

pentingnya pencegahan atau merasa bahwa mereka tidak berisiko terkena HIV/AIDS. Hal 

ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan personal untuk 

meningkatkan efektivitas program edukasi.Evaluasi terhadap program yang telah berjalan 

juga menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Tanpa koordinasi 

yang baik, program sering kali berjalan secara terpisah tanpa sinergi yang optimal. Oleh 

karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan 

organisasi non-pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

program. 

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam 

pencegahan HIV/AIDS. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program dapat lebih 

mudah diterima dan diimplementasikan. Pendekatan ini mencakup pemberdayaan 

komunitas, peningkatan kapasitas tokoh masyarakat, dan pengembangan program edukasi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, keterlibatan pemimpin agama dan 

tokoh budaya lokal dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendorong perubahan 
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perilaku yang positif.Secara keseluruhan, kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten 

Jember telah memberikan dampak yang positif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam 

pelaksanaannya. Upaya yang lebih intensif dalam mengatasi stigma, meningkatkan 

partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya sangat diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang lebih baik. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk 

mengembangkan strategi pencegahan HIV/AIDS yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten 

Jember telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menanggulangi penyebaran 

penyakit ini melalui penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan program edukasi, serta 

penyediaan layanan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kebijakan ini 

didukung oleh kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi 

internasional, yang memungkinkan program memiliki cakupan lebih luas dan menjangkau 

kelompok masyarakat yang rentan. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti stigma 

sosial, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini 

menghambat efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut, perlu ada langkah-langkah strategis yang lebih intensif dan 

berkelanjutan. Pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan program, memastikan alokasi anggaran yang memadai, dan 

mengembangkan program edukasi yang inovatif dan berbasis komunitas. Pendekatan 

berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal dapat 

menjadi kunci dalam mengurangi stigma sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat 

terhadap program pencegahan.Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam 

mendukung upaya pencegahan HIV/AIDS. Masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk 

mengikuti program edukasi, mendukung ODHA, dan menghindari perilaku berisiko. Selain 

itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan 

HIV/AIDS, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga melalui pendekatan budaya 

dan sosial yang relevan dengan nilai-nilai lokal. 
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